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Abstract

The Deposit Insurance Agency (LPS) plays a vital role in addressing systemic risks in the
Indonesian banking sector. With its mandate as a deposit insurer, LPS provides certainty to
bank customers in facing potential bank failures. Additionally, LPS also contributes to
strengthening financial system stability by providing protection to customer deposits in crisis
situations. Through strict supervision and regulation policies, LPS mitigates risks that could
disrupt banking sector stability. Furthermore, LPS also enhances public trust in the banking
sector by guaranteeing customer deposits. Thus, LPS not only serves as a financial security
guard for individual customers but also acts as a frontline defender in maintaining overall
financial system stability in Indonesia
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Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memainkan peran vital dalam menangani risiko sistemik
di sektor perbankan Indonesia. Dengan mandatnya sebagai penjamin simpanan, LPS
memberikan kepastian kepada para nasabah bank dalam menghadapi potensi kegagalan
bank. Selain itu, LPS juga memiliki peran dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan
dengan menyediakan perlindungan terhadap simpanan nasabah dalam situasi krisis.
Melalui kebijakan pengawasan dan regulasi yang ketat, LPS berperan dalam memitigasi
risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor perbankan. Selain itu, LPS juga
berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan
dengan memberikan jaminan atas simpanan nasabah. Dengan demikian, LPS tidak hanya
menjadi penjaga keamanan finansial bagi nasabah individual, tetapi juga merupakan garda
terdepan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia.

Kata Kunci: LPS; Risiko; Perbankan.

1. PENDAHULUAN
Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat
penting dalam perekonomian Nasional. Sebagai lembaga intermediasi,
perbankan memiliki peran penting dalam menggerakkan roda
perekonomian Nasional, sehingga stabilitas sistem perbankan sangat

mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.
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Berawal dari krisis moneter pada tahun 1998 silam, yang terjadi di
kawasan Asia pada saat itu, tak terkecuali di Indonesia, yang kemudian
berimbas pada krisis perbankan. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya
16 bank dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan
masyarakat pada sistem perbankan Indonesia. Untuk mengatasi hal
tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan
serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang
sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem
penjaminan yang terbatas. Pemerintah Indonesia lantas memandang
perlunya kehadiran sebuah lembaga penjamin simpanan dan resolusi
bank di Indonesia. Maka, pada tahun 2004 pemerintah Indonesia
menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan, UU itu pula sebagai dasar hukum terbentuknya
sebuah Lembaga Negara baru, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan dan
satu tahun setelahnya, LPS resmi beroperasi pada 22 September 2005.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengatasi risiko
sistemik di sektor perbankan Indonesia merupakan topik yang sangat
relevan dalam konteks keuangan dan ekonomi modern. Peran LPS tidak
hanya terbatas pada perlindungan keuangan individu, tetapi juga
memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan
secara keseluruhan.

Untuk memahami latar belakang masalah ini, penting untuk
menggali konteks sektor perbankan Indonesia. Sebagai salah satu pilar
utama dalam struktur keuangan suatu negara, sektor perbankan
memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan layanan
keuangan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di
Indonesia, sektor perbankan telah berkembang pesat seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga telah membawa risiko-risiko
tertentu, terutama terkait dengan stabilitas sistem keuangan secara
keseluruhan.

Salah satu risiko utama yang dihadapi oleh sektor perbankan

adalah risiko sistemik. Risiko sistemik merujuk pada potensi terjadinya
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gangguan atau kegagalan dalam sistem keuangan yang dapat
menyebabkan dampak yang merata di seluruh sektor, bahkan dalam
perekonomian secara keseluruhan. Contohnya adalah krisis keuangan
global pada tahun 2008 yang berdampak luas dan mengguncang berbagai
sektor ekonomi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengelolaan risiko
sistemik menjadi sangat penting dalam memastikan stabilitas sistem
keuangan dan mencegah terjadinya krisis yang dapat merusak
perekonomian.!

Dalam konteks Indonesia, sektor perbankan juga menghadapi
risiko-risiko tertentu yang dapat mengakibatkan risiko sistemik. Faktor-
faktor seperti fluktuasi nilai tukar, ketidakstabilan politik, dan
ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi kesehatan sektor
perbankan dan menyebabkan ketidakstabilan sistemik. Selain itu,
karakteristik unik dari sektor perbankan Indonesia, termasuk tingkat
kredit yang tinggi dan hubungan yang kompleks antara bank-bank besar
dan kecil, juga memainkan peran dalam menentukan tingkat risiko
sistemik.

Dalam menghadapi risiko sistemik ini, peran Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) menjadi sangat penting. LPS adalah lembaga yang
didirikan untuk melindungi simpanan nasabah dan memastikan
kestabilan sistem keuangan. Salah satu fungsi utama LPS adalah
memberikan jaminan atas simpanan nasabah dalam situasi di mana bank
mengalami kesulitan keuangan atau bahkan mengalami kegagalan.
Dengan adanya jaminan ini, LPS memberikan kepastian kepada nasabah
bahwa simpanan mereka akan aman, bahkan jika bank tempat mereka
menyimpan uang mengalami masalah.

Tetapi, peran LPS tidak hanya terbatas pada perlindungan
simpanan nasabah. LPS juga memiliki peran yang lebih luas dalam
mengatasi risiko sistemik di sektor perbankan. Melalui kebijakan

pengawasan dan regulasi yang ketat, LPS bertujuan untuk mencegah

ISuryanto Sjahdeini., Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
hlm, 59, 2018
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terjadinya kegagalan sistemik dengan memastikan bahwa bank-bank
menjalankan praktik-praktik yang aman dan sehat secara finansial.
Selain itu, LPS juga memberikan bantuan dan dukungan kepada bank-
bank yang mengalami kesulitan keuangan untuk mencegah penyebaran
dampak negatif ke seluruh sistem keuangan.

Meskipun demikian, peran LPS dalam mengatasi risiko sistemik
juga memiliki tantangan dan kendala tersendiri. Salah satu tantangan
utama yang dihadapi oleh LPS adalah keterbatasan sumber daya dan
kapasitas untuk melakukan pengawasan dan penilaian risiko secara
efektif. Seiring dengan pertumbuhan dan kompleksitas sektor perbankan,
tuntutan akan pengawasan yang lebih ketat dan proaktif juga meningkat.
Namun, LPS sering kali terbatas dalam hal anggaran, personil, dan
infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan
efektif.?

Koordinasi antara LPS dan lembaga pengawas lainnya dalam sektor
keuangan juga menjadi faktor penting dalam mengatasi risiko sistemik.
Karena risiko sistemik dapat berasal dari berbagai sumber dan melibatkan
berbagai lembaga keuangan, koordinasi yang efektif antara semua pihak
yang terlibat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya krisis keuangan
yang merusak. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi dan
kolaborasi antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat upaya untuk
mengatasi risiko sistemik dengan efektif.

Peran LPS dalam mengatasi risiko sistemik juga dipengaruhi oleh
faktor eksternal seperti perubahan dalam regulasi dan kebijakan
pemerintah. Perubahan dalam lingkungan regulasi dapat mempengaruhi
cara LPS menjalankan tugasnya dan dapat memperkuat atau
melemahkan kemampuannya untuk mengatasi risiko sistemik. Oleh

karena itu, penting bagi LPS untuk tetap responsif terhadap perubahan-

2Bambang Priyono,. Aspek Hukum dalam Pengawasan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT
Prenadamedia Group, hlm, 79, 2019
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perubahan ini dan untuk terus mengembangkan kebijakan dan strategi
yang sesuai dengan kondisi pasar dan keuangan yang berubah.3
Sehingga, latar belakang masalah ini menyoroti kompleksitas dalam
mengelola risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia dan pentingnya
peran LPS dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan memahami
peran dan tantangan yang dihadapi oleh LPS, kita dapat mengidentifikasi
cara-cara untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan yang
merusak. Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah
permasalahan yaitu:
1. Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam
mengurangi risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh LPS dalam menjalankan
perannya dalam mengatasi risiko sistemik di sektor perbankan

Indonesia?

2. KERANGKA TEORITIS

Dalam konteks peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam
mengatasi risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia, terdapat dua
teori utama yang relevan: teori jaminan deposit dan teori risiko sistemik.

Pertama, teori jaminan deposit menjelaskan peran dan fungsi LPS
dalam melindungi simpanan nasabah dari risiko kegagalan bank. Teori ini
didasarkan pada asumsi bahwa adanya jaminan deposit akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan,
sehingga mendorong pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan. LPS
bertindak sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah, sehingga jika
bank mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kegagalan, nasabah
tetap dijamin akan mendapatkan kembali sebagian atau seluruh
simpanan mereka. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan akan terjadi

peningkatan jumlah dana yang disimpan di bank, yang pada gilirannya

SDenny Soebagio,. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, hlm, 71, 2020



Jurnal Dialektika Hukum Vol. 7 No. 1 Juni 2025 E-ISSN 2808-5191
P-ISSN 2808-5876

akan meningkatkan likuiditas sektor perbankan dan memperkuat
stabilitasnya.

Tetapi, teori jaminan deposit juga memiliki keterbatasan dan
potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu keterbatasannya
adalah fenomena moral hazard, di mana bank mungkin cenderung
mengambil risiko yang lebih besar karena mereka tahu bahwa simpanan
nasabah akan dijamin oleh LPS. Hal ini dapat mengakibatkan bank
melakukan praktik-praktik yang lebih spekulatif atau tidak sehat secara
finansial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko sistemik. Selain
itu, jaminan deposit juga dapat mengurangi insentif bagi nasabah untuk
melakukan evaluasi risiko terhadap bank tempat mereka menyimpan
dana, karena mereka tahu bahwa simpanan mereka akan dilindungi oleh
LPS. Akibatnya, bank yang berisiko tinggi mungkin mendapatkan dana
dalam jumlah yang tidak proporsional, yang dapat meningkatkan risiko
sistemik jika bank tersebut mengalami kesulitan keuangan.4

Kedua, teori risiko sistemik mengkaji faktor-faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan dalam sistem
keuangan secara keseluruhan. Risiko sistemik terjadi ketika kerentanan
dalam satu bagian dari sistem keuangan menyebar dan mempengaruhi
institusi-institusi lainnya, bahkan hingga pada perekonomian secara
keseluruhan. Teori ini mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat
menjadi pemicu terjadinya risiko sistemik, termasuk keterkaitan antar
lembaga keuangan, ketidakpastian pasar, dan perubahan kebijakan
ekonomi atau regulasi.

Dalam konteks sektor perbankan Indonesia, beberapa faktor tersebut
dapat menjadi sumber risiko sistemik. Misalnya, keterkaitan yang kuat
antara bank-bank besar dan kecil dapat menyebabkan penyebaran risiko
secara cepat jika salah satu bank mengalami kesulitan keuangan. Selain
itu, fluktuasi nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga dapat
mempengaruhi kesehatan keuangan bank dan mengakibatkan krisis

likuiditas yang dapat menyebar ke seluruh sistem keuangan. Faktor-

4“Mustaqim,. Teori dan Praktik, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm, 99, 2020
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faktor eksternal seperti krisis ekonomi global atau perubahan kebijakan
pemerintah juga dapat berkontribusi terhadap risiko sistemik di sektor
perbankan Indonesia.

Dalam mengatasi risiko sistemik, LPS memainkan peran penting
sebagai penjamin simpanan dan pengawas sektor perbankan. Namun,
dalam mengimplementasikan perannya, LPS perlu mempertimbangkan
berbagai aspek dari kedua teori tersebut. Di satu sisi, LPS perlu
memastikan bahwa jaminan deposit yang diberikan tidak memicu
fenomena moral hazard atau menurunkan insentif bagi bank dan nasabah
untuk melakukan evaluasi risiko. Di sisi lain, LPS juga perlu memahami
dan mengelola berbagai faktor risiko sistemik yang dapat mempengaruhi
stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Dengan demikian, untuk mengatasi risiko sistemik dengan efektif,
LPS perlu mengambil pendekatan yang seimbang antara melindungi
simpanan nasabah dan meminimalkan potensi konsekuensi yang tidak
diinginkan dari jaminan deposit, sambil juga memahami dan mengelola
faktor-faktor risiko sistemik yang kompleks dan beragam. Ini memerlukan
kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas keuangan lainnya,
pemahaman yang mendalam tentang dinamika sektor perbankan, serta
kebijakan yang tepat dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan
ekonomi. Dengan demikian, implementasi peran LPS dalam mengatasi
risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia dapat menjadi lebih efektif

dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami akan menerapkan metode penelitian
normatif. Pendekatan ini akan melibatkan analisis literatur dan kerangka
hukum. Pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan-
peraturan hukum dan pedoman-pedoman yang mengatur implementasi
program diversi di berbagai yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan
dalam memahami peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam
mengatasi risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia meliputi analisis

kebijakan publik, studi kasus bank-bank yang pernah mengalami
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kesulitan keuangan, dan wawancara dengan perwakilan LPS serta
lembaga pengawas keuangan lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan
untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi
kebijakan dan tantangan yang dihadapi oleh LPS. Data sekunder dari
publikasi LPS, bank sentral, dan lembaga keuangan lainnya juga

digunakan untuk mendukung analisis.

4. PEMBAHASAN
4.1 Tinjauan Umum Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan

Semakin pentingnya peran dan fungsi Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) dalam konteks ekonomi, pemerintah Indonesia
kemudian memperluas kewenangan LPS dengan menerbitkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Melalui UU PPKSK
ini, LPS diberikan kewenangan tambahan, seperti penambahan dua
metode resolusi dalam menangani kegagalan bank melalui Purchase
& Assumption dan Bank Perantara (Bridge Bank). Selain itu, LPS juga
aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan krisis dalam sistem
keuangan nasional melalui Program Restrukturisasi Perbankan.
Sejalan dengan perluasan kewenangan ini, pada tahun 2017, LPS
mengalami transformasi dalam rangka menjalankan tugas dan
wewenang yang baru diberikan. Pada tahun 2020, Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus
Disease 2019, serta untuk menghadapi ancaman yang dapat
membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem
keuangan. Melalui UU tersebut, LPS memiliki kewenangan baru

antara lain:
1. Melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas
persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan

solvabilitas;
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2. Memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank
Selain Bank Sistemik dengan mempertimbangkan kriteria lain
selain biaya penyelamatan paling rendah, dan

3. Melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok
nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau
peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi
kelompok nasabah tersebut.

Dalam upaya untuk mendukung serta memperkuat sektor
keuangan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang tersebut memberikan
mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk
melaksanakan Program Penjaminan Polis (PPP) dalam waktu lima
tahun sejak disahkannya UU ini. Mandat baru ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau
peserta dari perusahaan asuransi yang kehilangan izin usahanya
karena mengalami kesulitan keuangan.

Dalam pelaksanaan PPP, LPS bertanggung jawab untuk
menjamin polis asuransi dan mengatur resolusi perusahaan asuransi
melalui likuidasi. Penyelenggaraan PPP berperan dalam melindungi
penjamin polis, dengan setiap perusahaan asuransi diwajibkan
menjadi peserta penjamin polis dan harus memenuhi persyaratan
kesehatan keuangan yang ditetapkan. Dalam hal ini, perusahaan
asuransi yang ingin berpartisipasi dalam program ini harus
memenuhi standar kesehatan tertentu, dan penilaian kesehatan
tersebut akan dilakukan oleh LPS dengan kerjasama dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Dalam wupaya untuk mendukung serta
memperkuat sektor keuangan di Indonesia, pemerintah telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-
undang tersebut memberikan mandat baru kepada Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) untuk melaksanakan Program Penjaminan

Polis (PPP) dalam waktu lima tahun sejak disahkannya UU ini.
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Mandat baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi
pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi
yang kehilangan izin usahanya karena mengalami kesulitan
keuangan.

Dalam pelaksanaan PPP, LPS bertanggung jawab untuk
menjamin polis asuransi dan mengatur resolusi perusahaan asuransi
melalui likuidasi. Penyelenggaraan PPP berperan dalam melindungi
penjamin polis, dengan setiap perusahaan asuransi diwajibkan
menjadi peserta penjamin polis dan harus memenuhi persyaratan
kesehatan keuangan yang ditetapkan. Dalam hal ini, perusahaan
asuransi yang ingin berpartisipasi dalam program ini harus
memenuhi standar kesehatan tertentu, dan penilaian kesehatan
tersebut akan dilakukan oleh LPS dengan kerjasama dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

Beberapa perubahan pada UU P2SK terhadap undang-undang
sebelumnya yang mengatur tentang LPS, akan mencakup setidaknya
8 (delapan) hal. Beberapa perubahan tersebut menyangkut:

1. Tujuan keberadaan LPS yang sebelumnya hanya “menjamin dan
melindungi dana masyarakat di bank”, kini diperluas menjadi
“menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank dan di
perusahaan asuransi”.

2. Fungsi, tugas, dan wewenang LPS juga diperluas sebagai
konsekuensi dari perlindungan dana masyarakat di perusahaan
asuransi, berupa kewenangan melakukan penjaminan polis
asuransi dan melakukan penanganan terhadap perusahaan
asuransi yang bermasalah. Lalu yang terkait dengan fungsi
resolusi bank sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa LPS
kini memiliki mandat berupa risk minimizer dalam hal
pemeriksaan bank dan penempatan dana.

3. Secara kelembagaan, organ LPS juga akan menyesuaikan dengan
mandat baru, yaitu dengan adanya penambahan Anggota Dewan
Komisioner (ADK) di bidang program penjaminan polis dan

hadirnya Badan Supervisi LPS.

10
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. Lalu, dari sisi penjaminan simpanan, LPS juga mendapatkan

kewenangan untuk dapat menjamin simpanan kelompok nasabah
tertentu dan melaksanakan penjaminan simpanan atas

penempatan dana milik pemerintah.

. Terkait dengan kewenangan melakukan penempatan dana pada

bank. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa LPS
mendapatkan kewenangan ini secara temporer melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka
Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan
Stabilitas Sistem Keuangan yang terbit untuk mendukung
pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kini kewenangan
tersebut melalui UU P2SK dibuat permanen yang dapat dilakukan

kapanpun manakala diperlukan.

. Selanjutnya, dari sisi resolusi juga terdapat perubahan

nomenklatur mengenai status pengawasan bank, serta adanya
tambahan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi LPS

dalam menentukan opsi resolusi.

. Pengaturan pada program restrukturisasi perbankan juga

diperkuat, khususnya pada bagian perpajakan dan dengan
adanya pengecualian terhadap ketentuan pasar modal dan UU

Perseroan Terbatas.

. Terakhir, mandat baru yang cukup signifikan yaitu terkait

program penjaminan polis. Sesuai dengan amanat UU P2SK,
nantinya LPS selain melakukan penjaminan terhadap dana
masyarakat yang ada di bank juga akan melakukan penjaminan

terhadap dana masyarakat di perusahaan asuransi.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengurangi

risiko sistemik di Sektor Perbankan Indonesia

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengurangi

risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia sangatlah signifikan

dan kompleks. LPS tidak hanya berperan sebagai penjamin simpanan
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individu, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang luas dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Peran utama LPS adalah sebagai penjamin simpanan. Dalam
hal ini, LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah hingga
batas tertentu jika bank tempat mereka menyimpan dana mengalami
kesulitan keuangan atau bahkan kegagalan. Jaminan ini
memberikan kepastian kepada nasabah bahwa dana mereka aman
dan akan dikembalikan dalam situasi yang tidak diinginkan. Dengan
adanya jaminan ini, LPS membantu mengurangi risiko sistemik
dengan mencegah terjadinya penarikan massal dana oleh nasabah
yang dapat memicu krisis likuiditas di sektor perbankan. Dengan
demikian, LPS berperan sebagai penstabil dalam situasi krisis yang
dapat mempengaruhi seluruh sistem keuangan.

LPS juga memiliki peran dalam mengelola risiko moral hazard.
Risiko moral hazard terjadi ketika pihak yang dilindungi oleh jaminan
cenderung mengambil risiko yang lebih besar karena mereka tahu
bahwa simpanan mereka akan dijamin oleh LPS. Untuk mengurangi
risiko ini, LPS menerapkan berbagai mekanisme, termasuk
pembatasan jumlah jaminan yang diberikan kepada nasababh,
penilaian risiko yang ketat terhadap bank peserta, dan pemantauan
terus-menerus terhadap praktik perbankan yang berisiko tinggi.
Dengan mengurangi insentif untuk mengambil risiko yang tidak
sehat, LPS membantu menjaga stabilitas sektor perbankan dan
mengurangi risiko sistemik yang dapat timbul dari perilaku spekulatif
bank.5

LPS juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan
kualitas informasi di sektor perbankan. Melalui publikasi laporan dan
data terkait kegiatan perbankan serta kondisi keuangan bank-bank
peserta, LPS memberikan informasi yang lebih baik kepada pasar dan
pihak-pihak yang terlibat dalam sektor keuangan. Hal ini membantu

meningkatkan pemahaman tentang risiko dan kesehatan keuangan

5Andi Mulia,. Penjaminan Simpanan di Sistem Perbankan Indonesia. Bandung: PT Refika
Aditama, hlm, 63, 2017
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bank, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya evaluasi risiko
yang lebih baik oleh investor, regulator, dan pihak-pihak lainnya.
Dengan demikian, LPS berperan sebagai penyedia informasi yang
penting dalam upaya mengurangi risiko sistemik dengan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor perbankan.

Selain peran langsung dalam mengelola risiko sistemik, LPS
juga memiliki peran sebagai lembaga pengawas dan regulator di
sektor perbankan. LPS memiliki kewenangan untuk mengawasi dan
mengatur bank-bank peserta, termasuk melalui penetapan standar
keamanan dan ketentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank-
bank tersebut. Dengan mengawasi dan mengatur bank-bank peserta,
LPS membantu memastikan bahwa praktik perbankan yang sehat
dan aman diterapkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya
kegagalan bank dan risiko sistemik yang dapat diakibatkannya.
Sebagai regulator, LPS juga memiliki wewenang untuk memberikan
sanksi dan melakukan tindakan pencegahan terhadap bank-bank
yang tidak mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Selain peran operasional dalam mengelola risiko sistemik, LPS
juga memiliki peran strategis dalam mengembangkan kebijakan dan
kerangka kerja untuk mengurangi risiko sistemik di sektor
perbankan. Melalui penelitian dan analisis mendalam tentang
dinamika pasar dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi sektor
perbankan, LPS berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan
strategi yang efektif untuk mengurangi risiko sistemik. Hal ini
termasuk  pengembangan model peringatan dini untuk
mengidentifikasi potensi krisis keuangan, pembentukan forum
diskusi dan kerja sama antar lembaga keuangan untuk bertukar
informasi dan pengalaman, serta penyusunan panduan dan pedoman
bagi bank-bank peserta dalam mengelola risiko sistemik.®

Tidak hanya itu, LPS juga berperan sebagai fasilitator dalam

mempromosikan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam

6Andi Santoso,. Aspek Hukum Penjaminan dan Jaminan dalam Transaksi Perbankan.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm, 63, 2016
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upaya mengurangi risiko sistemik. Melalui kerja sama dengan bank-
bank peserta, regulator, akademisi, dan pihak lainnya, LPS
membantu membangun jejaring yang kuat dalam upaya menghadapi
risiko sistemik secara bersama-sama. Kerja sama ini mencakup
pertukaran informasi dan pengalaman, penyelenggaraan pelatihan
dan seminar, serta pembentukan komite dan kelompok kerja khusus
untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan risiko
sistemik.

Dengan demikian, secara keseluruhan, peran Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengurangi risiko sistemik di sektor
perbankan Indonesia sangatlah penting dan kompleks. Melalui
berbagai fungsi dan mekanisme yang diterapkan, LPS membantu
menjaga stabilitas sektor perbankan dan mencegah terjadinya krisis
keuangan yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan.
Dengan memperkuat jaminan simpanan, mengelola risiko moral
hazard, meningkatkan transparansi dan kualitas informasi,
mengawasi dan mengatur bank-bank peserta, mengembangkan
kebijakan dan strategi, serta memfasilitasi kolaborasi antar
pemangku kepentingan, LPS berperan sebagai garda terdepan dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi oleh LPS menjalankan peran dalam
mengatasi risiko sistemik di Sektor Perbankan Indonesia

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh LPS adalah
keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, personil,
maupun infrastruktur. Keterbatasan sumber daya ini dapat
mempengaruhi kemampuan LPS untuk melakukan pengawasan dan
penilaian risiko secara efektif terhadap bank-bank peserta, serta
dalam menyediakan dukungan dan bantuan kepada bank-bank yang
mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor
perbankan, risiko-risiko yang dihadapi juga menjadi lebih kompleks

dan beragam. Faktor-faktor seperti keterkaitan antar lembaga
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keuangan, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan perubahan regulasi,
semuanya dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko
sistemik di sektor perbankan. Menghadapi risiko-risiko ini
memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar
dan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap
perubahan kondisi pasar dan ekonomi.”

LPS adalah koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan
dalam mengelola risiko sistemik. Karena risiko sistemik dapat berasal
dari berbagai sumber dan melibatkan berbagai lembaga keuangan,
koordinasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat menjadi
kunci dalam mencegah terjadinya krisis keuangan yang merusak.
Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi dan kolaborasi
antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat upaya untuk
mengatasi risiko sistemik dengan efektif. Oleh karena itu, LPS perlu
terus meningkatkan upaya untuk memperkuat kerja sama dengan
lembaga pengawas keuangan lainnya dan membangun jejaring yang
kuat dalam menghadapi risiko sistemik.

LPS juga dihadapkan pada tantangan eksternal seperti
perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan
dalam lingkungan regulasi dapat mempengaruhi cara LPS
menjalankan tugasnya dan dapat memperkuat atau melemahkan
kemampuannya untuk mengatasi risiko sistemik. Oleh karena itu,
penting bagi LPS untuk tetap responsif terhadap perubahan-
perubahan ini dan untuk terus mengembangkan kebijakan dan
strategi yang sesuai dengan kondisi pasar dan keuangan yang
berubah.8

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, LPS perlu
mengambil langkah-langkah yang proaktif dan inovatif. Misalnya,
dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, LPS dapat melakukan

optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan

7“Agus Heryanto,. Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan di Indonesia.
Surabaya: Ghalia Indonesia, hlm, 60, 2019

8Joko Wibowo, Pengaturan Hukum Tentang Kewajiban Bank dalam Perlindungan Konsumen
Perbankan. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm, 71, 2018
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efisiensi dalam pengawasan dan penilaian risiko. Selain itu, LPS juga
dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pengawas keuangan
lainnya dalam rangka membagi beban kerja dan memanfaatkan
sumber daya secara lebih efektif.

Untuk mengatasi kompleksitas risiko sistemik, LPS perlu terus
meningkatkan kapasitas analisis dan pemodelan risiko. Hal ini dapat
dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga akademis
dan profesional dalam bidang keuangan, serta melalui pelatihan dan
pengembangan  keterampilan bagi personil LPS. Dengan
meningkatkan pemahaman tentang dinamika pasar dan faktor-faktor
risiko yang mempengaruhi sektor perbankan, LPS dapat mengambil
langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengelola risiko sistemik.

LPS juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola risiko
moral hazard. Risiko moral hazard terjadi ketika pihak yang
dilindungi oleh jaminan cenderung mengambil risiko yang lebih besar
karena mereka tahu bahwa simpanan mereka akan dijamin oleh LPS.
Dalam menghadapi risiko moral hazard, LPS perlu terus
meningkatkan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang ketat
terhadap bank-bank peserta. Hal ini meliputi penerapan standar
keamanan dan ketentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank-
bank tersebut, serta pemantauan terus-menerus terhadap praktik
perbankan yang berisiko tinggi. Dengan mengurangi insentif untuk
mengambil risiko yang tidak sehat, LPS dapat membantu menjaga
stabilitas sektor perbankan dan mengurangi risiko sistemik yang

dapat timbul dari perilaku spekulatif bank.9

5. KESIMPULAN
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran krusial dalam
mengurangi risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia melalui fungsi
sebagai penjamin simpanan, pengawas dan regulator, serta penyedia

informasi dan fasilitator kolaborasi. Dalam menjalankan perannya, LPS

9Budi Hartanto,. Regulasi dan Pengawasan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, hlm, 99, 2020
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perlu mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya,
kompleksitas risiko, dan risiko moral hazard.

LPS dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan
sumber daya, kompleksitas risiko, risiko moral hazard, dan koordinasi
antara pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan
ini, LPS perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan inovatif serta

meningkatkan kerja sama dengan lembaga pengawas keuangan lainnya.
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